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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61/PMK.03/2021
TENTANG
HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI PEMEGANG IZIN USAHA
PERTAMBANGAN, IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS, IZIN
PERTAMBANGAN RAKYAT, IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS OPERASI
PRODUKSI SEBAGAI KELANJUTAN OPERASI KONTRAK, ATAU KONTRAK
KARYA DALAM RANGKA KERJA SAMA DI BIDANG USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang
Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan
Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Hak dan
Kewajiban  Perpajakan bagi Pemegang Izin Usaha
Pertambangan, Ilzin Usaha Pertambangan Khusus, Izin
Pertambangan Rakyat, lzin Usaha Pertambangan Khusus
Operasi Produksi Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak, atau
Kontrak Karya dalam rangka Kerja Sama di Bidang Usaha

Pertambangan Mineral,
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Mengingat

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3264);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang
Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara
Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6234);

9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG HAK DAN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI PEMEGANG IZIN USAHA
PERTAMBANGAN, IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS,
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT, IZIN USAHA
PERTAMBANGAN KHUSUS OPERASI PRODUKSI SEBAGAI
KELANJUTAN OPERASI KONTRAK, ATAU KONTRAK KARYA
DALAM RANGKA KERJA SAMA DI BIDANG USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka
pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi
tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi

kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan
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10.

dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau
pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta
pascatambang.

Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP
adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat
IPR adalah izin untuk  melaksanakan Usaha
Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat
dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya
disingkat IUPK adalah izin untuk melaksanakan Usaha
Pertambangan di wilayah izin Usaha Pertambangan
khusus.

IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak adalah izin
usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah
selesainya pelaksanaan Kontrak Karya termasuk IUPK
Operasi Produksi yang merupakan perubahan bentuk
Usaha Pertambangan dari KK yang belum berakhir
kontraknya.

Surat Izin Penambangan Batuan yang selanjutnya
disingkat SIPB adalah izin yang diberikan untuk
melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan
jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya
disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada
pemegang IUP atau pemegang SIPB.

Wilayah  Pertambangan Rakyat yang selanjutnya
disingkat WPR adalah bagian dari Wilayah Pertambangan
tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK
yang selanjutnya disingkat WIUPK adalah wilayah yang
diberikan kepada pemegang IUPK.

Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah
perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan
perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk

melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral.
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Pasal 2

(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, IUPK sebagai Kelanjutan
Operasi Kontrak, atau KK melakukan kegiatan Usaha
Pertambangan pada wilayah penambangan yang meliputi
WIUP, WIUPK, WPR atau Wilayah KK yang telah
diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Provinsi sesuai kewenangannya.

(2) Termasuk dalam pengertian pemegang IUP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), adalah pemegang SIPB.

(3) Hak dan kewajiban perpajakan bagi pemegang IUP, IUPK,
IPR, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak, atau KK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melekat pada
pemegang I[UP, IUPK, IPR, IUPK sebagai Kelanjutan
Operasi Kontrak, atau KK dimaksud.

Pasal 3
Pemegang IUP, IUPK, IPR, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak, atau KK berhak atas hasil produksi mineral,
termasuk mineral ikutan, produk samping, hasil pengolahan
dan/atau pemurnian, atau sisa hasil pemurnian komoditas
tambang mineral dari wilayah penambangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 4
(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, IUPK sebagai Kelanjutan

Operasi Kontrak, atau KK dapat melakukan kerja sama

dengan:

a. pemegang IUP, IUPK, IPR, IUPK sebagai Kelanjutan
Operasi Kontrak, dan/atau dengan KK lainnya;
dan/atau

b. pihak selain pemegang IUP, IUPK, IPR, IUPK sebagai
Kelanjutan Operasi Kontrak, dan/atau KK,

dalam rangka pengusahaan hasil produksi mineral di

wilayah penambangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1).
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(2)

Atas kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Wajib Pajak Pemegang IUP, IUPK, IPR, IUPK sebagai
Kelanjutan Operasi Kontrak, atau KK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan

b. Wajib Pajak yang melakukan kerjasama dengan
pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a,

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang perpajakan.

Pasal 5

Hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak Pemegang
IUP, IUPK, IPR, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak,

atau KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf

a meliputi:
a. mengakui penghasilan atas seluruh
penjualan/pengalihan hasil produksi mineral

o

£.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam menghitung
Pajak Penghasilan;

membebankan pengeluaran yang berkaitan dengan
kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan dari kegiatan kerjasama tersebut sebagai
pengurang penghasilan bruto dalam menghitung
penghasilan kena pajak;

melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak;
menghitung besarnya pajak terutang;

melakukan pembayaran dan/atau pelunasan
kekurangan pembayaran pajak yang terutang;
menyampaikan Surat Pemberitahuan yang sudah diisi
dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani;
dan/atau

hak dan kewajiban perpajakan lainnya,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
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mengakui seluruh penghasilan yang diterima atau
diperoleh dari hasil kerjasama dalam menghitung Pajak
Penghasilan;

membebankan pengeluaran yang berkaitan dengan biaya
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan dari kegiatan kerjasama tersebut sebagai
pengurang penghasilan bruto dalam menghitung
penghasilan kena pajak;

melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak;
menghitung besarnya pajak terutang;

melakukan pembayaran dan/atau pelunasan
kekurangan pembayaran pajak yang terutang;
menyampaikan Surat Pemberitahuan yang sudah diisi
dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani;
dan/atau

hak dan kewajiban perpajakan lainnya,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Juni 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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